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DEWAN

PERSILAKAN ANIES

TARIK RAPERDA
EKLAMASI

Anies-Sandiaga menunggu DPRD
menggelar rapat paripurna istimewa.

Linda Hairani
linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
DKI Jakarta, Prasetio Edi
Marsudi, mempersilakan
Gubernur Jakarta Anies
Baswedan jika ingin meng-

" hentikan pembahasan ran-
cangan peraturan daerah
tentang-reklamasi saat ini.
“Silakan, itu hak dia," kata
Praselio, kemarin.

Prasetio merujuk kepa-
da pernyataan dari Ketua
Tim Sinkronisasi Anies
Baswedan-Sandiaga Uno,
Sudirman Said, pada Sabiu
lalu. Sudirman mengung-
kap kemungkinan dua
raperdaitu, Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil Provinsi DKI
Jakarta dan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta, dita-
rik untuk direvisi.

Menurut Sudirman,
pembahasan yang sempat

_dilakukan kembali di masa

transisi pemerintahan yang
lalu nyaris dipaksakan.

Revisi akan dilakukan
untuk membuat kedua
raperda selaras dengan

Undang-Undang tenlang
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Keeil.

Prasetio mengatakan
Dewan, kata dia, memba-
has rancangan dua per-
aturan daerah itu lantaran
pemerintah DKI Jakarta
mengirim drafnya tahun
lalu agar dibahas bersa-
ma. Adapun rencana Anies
dan wakilnya, Sandiaga
Uno, untuk menghentikan
reklamasi  dipastikannya
bukan berkaitan dengan
instansinya, melainkan
pemerintah pusat.

Dari dua peraturan dae-
rah itu, Prasetic menga-
takan hanya rancangan
Peraturan Daerah ten-
tang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai
Utara Jakarta yang masih

perlu dibahas. Tahun lalu,
mantan Gubernur DEI
Jakarta dan Dewan ber-
beda pendapat ihwal pasal
vang mengatur kentribu-
si tambahan yang harus
dibayarkan oleh pengem-
bang reklamasi. Tahun lalu,
Basuki berkultuh meminta
kontribusi tambahan itu
yangnilainya 15 persen dari
nilai lahan yang bisa dijual
pengembang di pulaunya
masing-masing.

Adapun Rancangan
Peraturan Daerah (perda)
tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil sudah selesai
dibahas. Namun Prasetio
mengatakanPerda Rencana
Zonasi belum disahkan
dalam rapat paripurna.
Dewan sempat membahas
rancangan Perda Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir
pada 11 Oktober lalu, tiga
harimenjelang berakhirnya
masa jabatan Gubernur
DKI Jakarta Djarot Saiful
Hidayal. Namun keesokan
harinya, pembahasannya
kembali menemui jalan
buntu.

Prasetio

mengatakan

sudah meneken surat uniuk
Anies. Ta memperkirakan
suratnya akan dikirim
hari ini. Surat itu berisi
pemberitahuan agar Anies
mengirim surat ke Dewan
jika ingin pembahasan
rancangan Perda Rencana
Zonasi- Wilayah Pesisir
dilanjutkan.

Wakil Ketua DPRD DXKI
Mohamad Taufik menga-
akan Anies juga harus
mengirim surat ke DPRD
untuk menarik rancangan
perda terscbut. Dia juga
mengatakan, “Bisa saja
ditarik kalau untuk direvi-
si," kata dia.

Gubernur Jakarta Anies
Baswedan belum juga
mengcluarkan pernyataan
eksplisit soal kelanjutan
pembahasan  reklamasi.
Ia berjanji akan memba-
hag keputusan itu setelah
rapat paripurna istimewa
penyampaian visi dan misi
di depan anggota Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah
DKI Jakarta digelar.

Anies sedang menunggu
jadwal penetapan rapat
paripurna istimewa itu.
Sebab, menurut dia, rapat
paripurna tersebut menan-
dakan titik awal langkah
kerjanya dengan Sandiaga.

Rapat paripurna isti-
mewa yang dimaksud
Anies mengacu pada surat
edaran dari Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
NomorSE.162/3484/0TDA.
Dalam edaran itu, rapat
paripurna istimewa itu
bersifat wajib untuk semua
pasangan kepala daerah
yang baru dilantik.

Sandiaga juga menga-
takan rapat paripurna
istimewa menjadi prioritas
lantaran Anies-Sandiaga
akan bermitra dengan
Dewan selama lima tahun
mendatang. Ia berharap
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Dewan Persilakan Anies Tarik Raperda
Reklamasi

rapat tersebut diseleng-
garakan memasuki pekan

keduanya bertugas. “Kami

menunggu rapat paripur
na, kami ingin memulainya
dengan silaturahmi” kata
dia.

harus ada kajian tentang
jumlah dan model lapang-
an kerja yang dihasilkan
di pulau reklamasi. Kajian
itu bertujuan memastikan
reklamasi bisa bermanfaat
bagi rakyat Indonesia, dari

Saatmembahasreklama-  pendidikan sampai infra-
81, Bandiaga mengatakan struktur. @ DEVY ERNIS

= K:a Dewan Perwak? an Rakyat Daerah DK! fakarta

Prasetio Edi Marsudi, ‘mengatakan tak an menggelar
pat patipuma Istimewa. Alasannya, menurut dia,
rapat ifu tak bersrfat wayb “Urgensinya ap&‘? kata dra
kemarin.
- Prasetio menjelaskan, Peraturan DPRD DKl Jalmrta Nomor
4 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan menyatakan rapat
~ paripurna istimews: hanya digelar saat ada penyampaian hasd
~ audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan han
jam DK Jakarta, dan pergantian antarwaku anggota DPRD.
Rapat juga dianggapnya tak perlu digelar untuk Gubernur
Anies Baswedan dan Wakil Gubemur Sandiaga Uno. Sebab. -~
“keduanya sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, s
mengatakan keduanya bisa | angsung bekerja tanpa menung =
gu rapat paripurna, . -
- lamempersilakan Ames—Sand;aga menemuinya Kapan pun -
jika keduanya bertujuan untulk bersilaturahmi. “Natural saja,
suakan bekerja. Nanti Juga bertemu dengan saya,” Kata di
Pendapat Prasetio tentang rapat paripurna istimewa
bertolal belakang dengan surat edaran dari Direktorat -
Jenderal Otonomi Daerah Kemerrterian Dala egeri Nommr -
SE, 162/3484[0TBA Direktur Jenderal Oton 'Daerah
Kementerian Dalam Negerp Sumarsono mengatakan tapat
paripurna istimewa it bersifat wajib untuk sefmua pasangan
kepala daerah yang baru dilantik. Hal itu Juga.dlatur dalam
~ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Pedoman tentang Tata Tertib DPRD.
‘Sumarsono menjelaskan, surat edaran itu bertujuan untuk
-menjembatani hubungan gubernur dan wakil gubermnur dengan
DPRD. Sebab, pelantikan keduanya Senin pekan lalu dial lhkan
ke Istana Negara. Menurut dia, rapat paripurna istimewa
sekaligus memperkuat posisi Dewan dengan memmta
gubemur menyampaikan pidato pol itilnya, = -
Sumarsono mengatakan Dewan memiliki waktu 14 hara =
sejak Ames-Sandlaga drlant{k untuk menetapkan jadwal
rapat paripurna. Dari semua provinsi yang kepala deerahnya
dilantik dari hasil pemilihan 2017, hanya DK Jakarta yang
~ belum menggelar rapat paripumna. “Masih ada wak‘tu kara -
' -"Sumarsonc o DRV fﬂmsmnm mum = =
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